
BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR I..'? TAHUN2023

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 19 TAHUN2023 TEN'PANGPENJABARANPERUBAHAN

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2023

Menimbang

Mengingat
~, ~(

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG:MAHA ESA

BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun

4Q2~ t~nt~ngJm~entif Fi~k!!l \IDt4~ Penghargaan Kinerja Tahun
Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada

Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur

Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia. Tahun 1999 Nemer 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,

Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 .Nornor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor Tahun1 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6856);



8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Pahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 4502)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan

Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Bantuan

Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6177);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak:

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2017 tentang Hak: Keuangan dan Administrasi

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 100, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

tentang Pedornan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai

Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

630);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan

Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

431);



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2023 tentang

Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan

Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun

Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 758);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor

1);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2

Tahun 2023 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 2);

24. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun

2023 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun 2023 Nomor 19).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANBUPATI TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANGPENJABARANPERUBAHANANGGARANPENDAPATAN

DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2023.

Pasal J
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19

Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah 'rabun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun 2023 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasa12

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula

sebesar Rp.1.244.672.207.157 bertambah sebesar Rp.11.748.303.000 sehingga

menjadi Rp.1.256.420.510.157 dengan rineian sebagai berikut:

--- --- ----------------------



1. Pendapatan daerah

a. Semula Rp.1.145.843.515.073

b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 11.748.303.000

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

2. Belanja daerah

Rp.1.157.591.818.073

a. Semula

b. Bertambah/ (berkurang)

Rp.1.238.672.207.157

Rp. 11.748.303.000

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1)Semula Rp.

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.

Rp.1.250.420.510.157

98.828.692.084

0.00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan

1)Semula Rp.

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.

Rp.98.828.692.084

6.000.000.000

0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 6.000.000.000

Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 92.828.692.084

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

2, Ketentuan Pasal ~ diubah, sehingga Pasal S berbunyi sebagai berikut :

Pasal3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal2, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahart APBD yang Diklasifikasi

Menurut Kelompok dan .Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBDMenurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran

Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan;



6. Lampiran VI Rincian DBH-SDH Pertambangan' Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alarrr/Tambahan DBH-Minyak dan Gas

Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub

Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek,

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

/u(uM•••f_1IIlI Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaterr/Kota'~"'DII ...." .: pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas

MOB. IDRlS, SH.,IrlH)f.:! Perbatasan Negara;
1e IDa TIt ICIV lb.~l1~lI
P. \9700323 218212 t ON jl

3. Ketentuan Pasal4 diubah, sehingga Pasal4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muar

pada tanggal :-8
~ANJ G

Sabak

eM'orz,r2023

ABUNGTIMUR,

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal ~ ruD"t-mlo~2023

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

BERITADAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMURTAHUN2023

NOMOR .1-.7. ..


